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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tujuan perkawinan dalam pasal tersendiri terpisahkan dengan pengertian perkawinan yaitu pada pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
 Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sebenarnya menjadi kewajiban suami istri untuk senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga. Selain menjalankan kewajiban masing-masing, suami istri juga harus saling mencintai, menyayangi, lapang dada dan ikhlas. Dengan demikian bahtera kehidupan rumah tangga akan mencapai tujuan yang mereka dambakan. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan, apabila suatu keutuhan rumah tangga yang telah dibina dengan segala daya dan upaya akhirnya kandas dan berujung pada perpisahan karena perselisihan yang tiada akhir. Maka perpisahan adalah jalan terakhir bagi keduanya untuk memperoleh ketenangan hidup yang baru. Terkait dengan ini Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 227:
(((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( 
Artinya:
“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Al Baqarah 227)

Dalam hal ini, pemerintah membuat aturan terkait tatacara perceraian yaitu perceraian hanya dapat terjadi di muka Pengadilan dan sesuai alasan-alasan dasar perceraian yang telah ditetapkan. Aturan tersebut dituangkan dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat (1) berbunyi : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
, pasal 39 ayat (2) berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak serta merta bisa merasuk kedalam sendi masyarkat, terbukti dengan masih ditemukannya carai talak di bawah tangan pada sebagian penduduk Indonesia. Faktor penyebab terjadinya talak di bawah tangan adalah meliputi faktor ekonomi yaitu kondisi/keadaan perekomonian masyarakat, faktor geografis yaitu letak posisi wilayah keberadaan masyarakat, faktor sosiologis yaitu pemahaman masyarakat terhadap hukum dan faktor adat istiadat yaitu kebiasaan yang menjadi aturan masyarakat. Pengaturan tentang cerai talak antara hukum Islam dan hukum positif dipandang sebagai suatu yang kontradiktif. Pengaturan dalam hukum positif bahwa talak harus dilakukan di Pengadilan oleh sebagian masyarakat (khusunya Islam) tidak sesuai dengan hukum Islam. Kedudukan cerai talak di bawah tangan menurut hukum Islam (fiqih Islam) adalah sudah sah dan diakui keberadaannya sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusnya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, cerai talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum .
Dengan demikian penulis berupaya meneliti sejauhmana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 bisa merasuk dalam sendi kehidupan masyarakat, khususnya di Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Atau masyarakat desa Bendilwungu masih ada yang melakukan perceraian di bawah tangan.
Penulis memilih desa Bendilwungu sebagai tempat observasinya karena di desa Bendilwungu banyak terjadi perceraian. Ketika banyak perceraian penulis berasumsi bahwa di tempat tersebut terdapat banyak permasalahan. Dari situ  penulis berusaha meniliti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perceraian.
B. Rumusan Masalah
Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan tidak melebar dari ruang lingkup pembahasan, maka penulis perlu merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi kerangka dalam penyusunan skripsi. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana alasan perceraian di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui alasan perceraian di Desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Praktis: Sebagai sumbangan pemikiran atau informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi seluruh mahasiswa jurusan Syari’ah STAIN Tulungagung yang sedang menggali ilmu pengetahuan dalam rangka mempersiapkan diri sebelum terjun kelapangan atau kemasyarakat, terutama yang ada kaitannya dengan pendapat-pendapat masyarakat terkait dengan perceraian.

2. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama yang bersangkutan terhadap pemahaman Undang-undang.
E. Penegasan Istilah

Supaya mudah dipahami dan untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian beberapa istilah kunci dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:
1. Penegasan Konseptual

a) Pasal 39

Ayat (1): “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Ayat (2): “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.
Ayat (3): “Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”. 

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan penerapan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di desa Bendilwungu adalah kajian penelitian untuk mengetahui bagaimana pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Bendilwungu khususnya bagi mereka yang beragama Islam.
F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis, maka diambil langkah-langkah sebagaimana sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bagian awal, yang meliputi halaman sampul, halaman judul, persetujuan, pengesahan, persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, lampiran, dan abstrak.
Bagian utama, terdiri dari lima bab yaitu:
Bab I
: Pendahuluan. 

Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
Bab II
: Landasan teori

Dalam bab ini peneliti memaparkan sejumlah teori-teori dari kajian pustaka terkait dengan perceraian yaitu pengertian cerai, alasan-alasan cerai, macam-macam cerai, tatacara perceraian dan akibat putusnya perkawianan karena cerai. Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 juga akan dipaparkan serta anggapan dasar.
BAB III
: Metode Penelitian. 
Dalam bab ini peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pola penelitian; sumber data; populasi, sampling, dan sample; teknik pengumpulan data penelitian; dan analisa data
Bab IV
: Laporan Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian di lapangan yang memuat hal-hal yang terkait dengan latar belakang obyek penelitian , analisa, rangkuman data, dan pembahasan penelitian.
Bab V
: Penutup

Dalam bab terakhir ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran-saran. Semoga dengan penelitianya bisa menjati bahan pertimbangan dalam ranah hukum Islam dan saran-sarannya bisa membangun dengannya.
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